
LEMBARAN DAERAiI 
J(ABUPATEN DAERAHTINGKAT Il SUKOHARJO 

NOMOR: 12 TAHUN 1996 SERI C No. t 

__.-- pERATlJRAN DAERAH KABUP A TEN DAERAH TINGKAT II 
SUKOHARJO 

NOMOR 19 TAHUN 1995 

TENTANG 
PENANGGULANGAN DAN PEMBERANT ASAN TUNA SUSILA 

DIKABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

Menimbang: a bahvla tuna susila pada hakekatnya dilarang oleh norma agama, 
norma kesusilaan dan nonna hukun1 serta bertentangan dengan 
Moral Pancasila karena membahayakan bagi kehidupan dan 
penghidupan masyarakat~ bengsa clan negara; 

b. bahwa di ,vilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
masalah Ketuna susilaan belum ada peraturan yang mengatumya 
dan perlu ditanggulangi karena kesusilaan 1nenimbulkan dampak 
yang negatif bagi kehidupan masyarakat terutama generasi 
mudanya; 

c. hahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan 
Peraturan daerah. 
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Nomor l 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Mengingat : l . Undang-undang d lam Lingk.'"llllgail Propinsi Jawa 

Daerah-daerah Kabupaten a . ..... ..... 

Tengah; 

N 1 tahun 197 4 tentang Perkawinan ( 
2. Undang-undang omorb11·k Indonesia Tahun 1974 Nomor l 

L baran Negara repu . , 
em blik Indonesia Nomor 3019)· 

tarnbahan Lembaran Negara Repu l ' 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tenRtang bpl.okklnokd-poko_k 
Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara epu 1 ones1a 
tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3137); 

4. Undang-undang Nomor 6 tahun 197 4 ten tang ketentuan 
-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53~ Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 

5. Peraturan Pemrintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penaggulangan Gelandangan dan Pengemis ( Le b N 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor s l . T b: ar~ :gara 
Negara Republik Indonesia Nomor 31 ??); am an em aran 

6. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingk Il 
8 Tahun 1986 tentang Pengusulan at p Sukoharjo Nomor 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; b ~gangkatan dan 
pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II es:: ~enyidik pada 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat n Suko h~o ( Lembaran 
Nomor 6). hcUJo Tahun 1987 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
II Sukoharjo . Daerah Tingkat 

MEI\1UTUSKAN 
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kan. PERATURAN DAERAH Ki\!3UPATEN DAE 
r,tenetaP . SUKOHARJO TENTANG PENANGGU~~G:~GKAT II 

PEMBERANTASAN TUNA SUSILA DI KABUPATE DAN 
TINGKA T II SUKOHARJO. N DAERAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat n 

Sukoharjo; 
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Sukoharjo; 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakryat 

daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
e. Komando Distrik Militer 0726 selanjutnya disebut Kodim 0726 

adalah Kodim 0726 Sukoharjo; 
f. Polisi Resort selanjutnya disebut Polres adalah Polres Sukoharjo; 
g. Markas Wilayah Pertahanan Sipil selanjutnya disebut Mawil Hansip 

adalah Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
h. Dinas Sosial adalah Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo; 
1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 

II Sukoharjo ; 
J. Bagian Sosial adalah Bagian Sosial pada Setwilda Kabupaten Daerah 

Tingkat II Sukoharjo; 
k. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban pada Setwilda 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
I. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Setwilda Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sukoharjo; . 
m. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesu5ialaan 

dan menjurus pada perbuatan seksual; 
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lah seorang pria!,\ranita/wana Y 
·1a atau pe\acur ai~ukan perbuatan cabul dengan :g 

Tuna SUS\ d. . untuk me u 
n. ··akan 1n 

,e01 · . . l h men) . b \an jasa~ ,an 2. dapat d1kunJungi o e llnlUrn , , 
tanpa un a da\ah tempat ) ..., , 
Ten\apat umum a . 

o. \ebih dari ). BAB ll 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

dan Pero berantasan T tma Susila adalah 
( l) Maksud P~nan~gulangan 

sebagai berikut · S .1 adalah salah satu upaya untuk 
~~T~ ~a . ~dal a. Penanggu ... . harkat dan martabat manus1a l am 

meningkatkan deraJad, . d 
O 

norma a2ama, kesusialaan, 
hidup bermasyarakat sesua1 en:::,an -
kesopanan dan huk-um~ 

Mak.sud Pembrantasan Tuna Susila adal~ b. l 
Menghi\angkan/mengurangi dampak akibat adanya tuna _ sus1. a 
antara lain : keresahan, kriminal, kesehatan dan akibat lam-lam 
yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Tujuan Penanggu\angan dan Pemberantasan sebaf!aimana dimaksud 
ayat ( ~) Pasa\ ini ada\ah untuk meningkatkan k'Ualitas kehidupan dan 
penghidupan masyarakat berdasarkan Pancas· 1 clan U clan dang 
Dasar 1945. 1 a n g-un 

BABffi 
TATACARAPENANGGULANGANDANPEMB 

SUSILA E¾"\1ASAN TUNA 
Pasa\ 3 

( 1) Penanggulangan dan Pemberantasan tu 
Tingkat II Sukoharjo dilaksanakan s na susi\a di l<.ab ah 
terkait lainya. ecara terpad Upaten Daer . 

u den · s1 (2) Untuk melaksanakan penanggu\an gan mstan 
· d" ak d ( ... gan ,; ... _ sebaga1mana 1m ·su ayat l) Pasa\ ini d" ~ p 

unsur Pemerintah Daerah dan Instans·
1
' ibentuk Lin-. ernberantasan 

. terk · -ll y . denQan Keputusan Bupau Kepa\a Daerah an lai'h- ang rneliput1 
~ · ~Ya 

Yang diatur 
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Pasal 4 

Penanggulangan dan Pemberantasan Tuua Susila seb . 
Tata cara aga1 

(I) berikUt: . 
penanggulangan. 

a .• Bimbingan dan penyuluhan; 

. sarasehan; 
• Dak,wah ; ·, 
• dan lain-lain cara serta usaha sehingga mampu mencegah etikad 

yang kurang baik menuju ke perbuatan rima susila. 

b. Pemberantasan : 
_ Mengadakan razi~ dengan menangkap praktek tuna susila 

· jalan-jalan, rumah-rumah dan tempat - tempat umum lainnya 
untuk melakukan perbuatan cabul. 

- Mengadakan tindakan Hukwn untuk diproses sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Mekanisme tata cara sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, akan 
diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. 

BAB IV 
REHABILITASU RESOSIALISASI 

Pasal 5 

(I) Hasil razia sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini di 
tampung dalam suatu Panti dibawah Koordinasi Dinas Sosial. 

(2) Panti sebagaiman dimaksud ayat ( l) Pasal l ini adalah tempat yang 
disediakan Pemerintah Iengkap dengan fasilitasnya berfungsi sebagai 
tempat rehabilitasi/resosialisasi. 

Pasal 6 

(I) Bagi Tuna Susila yang tel ah mendapat bimbingan dalan Pan ti 
rehabilitasi /resosialisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan 
~aerah ini dan dipandang telah mampu untuk kembali ke masyarakat 
di kembalikan ke daerah asal . 
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k 1~1,,.,. ... ak rehabilitasi/resosialisasi sebagaimana dimaksud (2) Untu me~ an . . . 
P I · · dibentuk Tim yang d1atur leb1h lanJut dengan 

ayat (1 ) asa uu 
Keputusan Bupati Kepala Daerah. 

BABV 
KETE~TUANLARANGAN 

Pasal 7 

( l) Barang siapa yang berada di tempa~ umwn dan/atau di tern pat kh~~ 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat ( 1) huruf b Peraturan Daerah mi 
dilarang melak.-ukan perbuatan membujuk atau memikat orang lain 
dengan kata-kata atau isyarat dengan maksud perbuatan cabul. 

(2) Barang siapa yang karena tingkah lakunya menunjukan sikap bahwa 
ia tuna susila dilarang berhenti atau mondar-mandir bail< berjalan 
atau berkendaraan di tempat - tempat umum. 

BAB VI 
PELAKSANAAi", PENGAWASAN DAN PE1'1YIDJKAN 

Pasal 8 

(I) Pelaksanan Peranturan Daerah ini diserahkan Kepada D · S · al 
B · s · mas 0s1 

ag1an 0s1al dan Polres yang dilaksanakan secara k . . ' 
dengan Dinas /Intansi /Bagian terkait. oordinatif 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah . . . 
kepada Bagian Hu1.-um. 1n1 d1serahakan 

Pasal 9 

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Ind -
"dik . dak . ones1a Yang b meny1 tin · p1dana, penyidikan tindak .clan ertugas 

d. ak p1 a b 
lll1 sud dalam Peraruran Daerah ini, dapat . . se agaimana 

Penyidik Pegawai Kegeri Sipil ( PPNS) di I~;~ dilakuJcan oleh 
Daerah yang peengangkatan dan Kewenanganya dal!an Pemerintah 
tugasnya ditetapkan SeSuai dengan Peraturan Perund menjalank:an 
berlaku ang-undangan 

· Yang 

BAB VII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 10 
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( 1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan 
daerah ini di~can: ~id~a kurungan selruna-lamanya 3 (tiga)' bulan 
atau denda settngg1-t1ngmya Rp. 25.000,00 ( Dua Puluh Lima Ribu 
Rupiah). 

(2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia selain mendapat sangsi sebagai dimaksud ayat ( 1) 
Pasal ini, diserahkan kepada instansi masing-masing untuk diproses 
sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. · 

Pasal 11 

Ha-hal yang belwn diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
Ianjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai palaksanaannya. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya stiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam 
Lebaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPOA TEN DA TI II SUKOHARJO 

KETUA 

ttd 

SOEBENI 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 8 Nopember 1995 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
SUKOHARJO 

ttd 

Jr. TEDJO SUtvfiNTO 
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DISAHKAN 
Dengan Keputusan Gubemur 

Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah 

. ( 

t 

Tanggal 27 Juni 1996 No. 188.3/223/1996 
An. SEKRETARIS Wll.,A Y AH/DAERAH TINGKA TI 

JAWA TENGAH 
Kepala Biro Hukum, 

ttd 

surn ASTOTO, SH 
NIP. 010 088 157 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat Il Sukoharjo 

Nomor : 12 Th. 1996 Seri c. No. I 
Pada tanggal 1 7 Septembe~ 1996 

Sekretaris Wilayah/ Daerah 
ttd 

Ors. SRil-IARDONO 
Pembina Tk. I 

NIP.010071319 
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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 13 TAHON 1996 SERI D NO. 11 

PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN DAERAH TING KAT II 

SUKOHARJO 

NOMO~ 18 TAHUN 1995 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
,. 

BUPA TI KE PALA DAE RAH TING KAT II SUKO HARJO 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan 
pemerintahan pembangunan clan kemasyarakatan secara berdaya 
guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka keberhasilan 
peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masy~~~t, 
sesuai dengan Surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah tanggal 13 Juli 1995 Nomor : 445/016533 perihal 
Peningkatan Kelas RSU Milik Pemerintah Daerah Tingkat II dan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka 
dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tatakerja 
Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sukoharjo; 
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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO 

NOMOR: 12 TAHUN 1996 SERI C No. 1 

PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN DAERAH TINGKA T II 

SUKOHARJO 

NOMOR 19TAHUN 1995 

TENTANG 
PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TUNA SUSILA 

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

Menimbang : a bah\va tuna susila pada hakekatnya dilarang oleh norma agama, 

norma kesusilaan dan nonna hukun1 serta bertentangan dengan 
Moral Pancasila karena membahayakan bagi kehidupan dan 
penghidupan masyarakat~ bengsa dan negara; 

b. bahvla di \Vilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
masalah Ketuna susilaan belum ada peraturan yang mengatumya 
dan perlu ditanggulangi karena kesusilaan menimbulkan dampak 
yang negatif bagi kehidupan masyarakat terutama generasi 
mudanya; 

c. bahwa unn1k maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan 
Peraturan daerah. 
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dang Nomor I 3 Tahun I 950 tentan 
· at· 1. Menging . 

U dang-un · g P 
n · d rah Kabupaten dalam L1ngkungan p e~bentuL 

Daerah- ae ropinsi J ~ 
T engah; a,,,i 

.ndang Nomor I tahun 1974 tentang p k 
2 Undang-u '"' er a\Vi"" 
· baran Negara republik Indonesia Tahun 1974 N ·~14Il 1 

Lem R blik I d . onior 
tambahan Lembaran Negara epu n onesia Notnor 30_19); I 

·, 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 197 4 tentang Pokok-pok~ 
Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indones~ 
tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repub~ 
Indonesia Nomor 3137); 

4. Undang-undang Norn or 6 tahun 197 4 tentang ketentuan 
-ketentuan Poko~ Kesejahteraan . Sosial ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53~ Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 

5. Peraturan Pemrintah Nomor 31 Tahun 1980 tentan~ 
Penaggulangan Gelandangan dan Pengemis ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 5 L Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3177); · 

6
· Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkar II Sukoharjo Nomoi 

8 Tahun 1986 dan p tentang Pengusulan Pen°angkatan 
P: mb:rhentian Pegawai Negeri Sipil s~baoai "Penyidik pada 
D menntah Kabupaten Daerah Tingkat II S~harjo ( Lembafiil 

aerah Kabup t . t 987 
Nomor 6). a en Daerah Tingkat II Sukoharjo rahun 

Dengan Persetu. 
II Suk h ~uan Dewan p 0 arjo erwakilan R ky r· okat · a at Daerah Kabupaten Daerah 111~ 

MEMUTUSKAN 
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Menetapkan: PERATURAN DAERAH Iv\9UPATEN DAERAH TINGKAT II 
SUKOHARJO TENT ANG PENANGGULANGAN DAN 
PEMBERANTASAN TUNA SUSILA DI K.ABUPATEN DAERAH 
TINGKA T II SUKOHARJO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sukoharjo; 
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Sukoharjo; 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat 

daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
e. Komando Distrik Militer 0726 selanjutnya disebut Kodini 0726 

adalah Kodim 0726 Sukoharjo; 
f. Polisi Resort selanjutnya disebut Polres adalah Polres Sukoharjo; 
g. Markas Wilayah Pertahanan Sipil selanjutnya disebut Mawil Hansip 

adalah Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
h. Dinas Sosial adalah Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo; 
i. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 

II Sukoharjo ; 
J. Bagi an Sosial adalah Bagian Sosial pada Setwilda Kabupaten Daerah 

Tingkat II Sukoharjo; 
k. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban pada Setwilda 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
I. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Setwilda Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
m. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusialaan 

dan menjurus pada perbuatan seksual; 
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. tau Pelacur adalah seorang prial\\'anita!wana 
n. Tuna Su5tla ad. . untuk melakukan perbuatan cabul dengan Yang 

menyediakan . in . atau 

o. 

·mbalanJasa, d'k . . 
tanpa 1 dalah tempat yang dapat 1 ·unJWlgt oleh Utnu , 
Temapat Umum a Ill ( 

lebih dari ). 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

(l) Maksud Penanggulangan dan Pemberantasan Twia Susila adalah 

sebagai berikut : 
a. Penanggulangan Tuna Susila adalah salab satu u~aya . untuk 

meningkatkan derajad, harkat dan martabat manusta d~dalam 
hidup bermasyarakat sesuai dengan norma agama, kesus1alaan, 
kesopanan dan huh.rum; 

b. Maksud Pembrantasan Tuna Susila adalah 
Menghilangkan/mengurangi dampak akibat adanya tuna susila 
antara lain : keresahan, kriminal, kesehatan dan akibat lain-lain 
yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Tujuan Penanggulangan dan Pemberantasan sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) Pasal ini adalah untuk meningkatkan k'Ualitas kehidupan dan 
penghidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945. 

BAB III 
TATA CARA PENANGGULANGAN DAN PEMBERA.~tfASAN TUNA 

SUSILA 
Pasal 3 

• I 

( 1) Penanggulangan dan p b . . 
T. em erantasan tuna suslla di Kabupaten Daerah 

mgkat II S k h · d' 
t k . 

1 
. u O arJo ilaksanakan secara terpadu dengan instansi 

er ' alt amya. 
(2) Untuk l k k 

me a sana an penange:ulangan dan p b 
sebaoa1'mana d' k d ... em erantasan ::: una ' Su ayat ( 1) p I · · · . . . unsur P . asa mt, d1bentuk Tim yang mehputl 
denean ~menntah Daer~ dan Instansi terkait lainnya yang diatur 

"' eputusan Bupati Kepala Daerah. 
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Pasal 4 

(I) Tata cara Penanggulangan dan Pemberant 
berikut : asan Tu.ua Susila sebagai 
a. Penanggulangan: 

- Bimbingan dan penyuluhan; 
- Sarasehan; . 
-Dakwah; ., 

- dan Iain-Iain cara serta usaha sehingga m 
k b "k . ampu mencegah etikad 

yang urang a1 menuJu ke perbuatan tima susila. 
b. Pemberantasan : 

- Mengadakan razia dengan menangkap rakt k . 
. . P e tuna sus1la 
Jalan-Jalan, rumah-rumah dan tempat - tempat umum lainn 
untuk melakukan perbuatan cabul. ya 

- Mengadakan tindakan Hukum untuk diproses sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Mekanisme tata cara sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, akan 
diatur lebih Ianjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. 

BAB IV 
REHABILITASI/ RESOSIALISASI 

Pasal 5 

(I) Hasi1 razia sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini di 
tampung dalam suatu Panti dibawah Koordinasi Dinas Sosial. 

(2) Panti sebagaiman dimaksud ayat (I) Pasal 1 ini adalah tempat yang 
disediakan Pemerintah Iengkap dengan fasilitasnya berfungsi sebagai 
tempat rehabilitasi/resosialisasi. 

Pasal 6 

( 1) Bagi Tuna Susila yang telah mendapat bimbingan dalan Panti 
h b·1· . . . . b . d1·maksud Pasal 5 Peraturan re a 1 1tas1 /resos1ahsas1 se aga1mana ak t 

Daerah ini dan dipandang telah mampu untuk kembali ke masyar a 

di kembalikan ke daerah asal. 
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laksanakan rehabilitasi/resosialisasi sebagaimana dirnak 
(2) Untuk me . d" 1 b"h sud 

(1) Pasal in.i dibentuk Tim yang tatur e 1 Ianjut de ayat ngan 
Keputusan Bupari Kepala Daerah. 

BABV 
KETE~TUAN LARANGAN 

Pasal 7 

( 1) Barang siapa yang berada di tempai um um dan/atau di tern pat khusus 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini 
dilarang melak.'Ukan perbuatan membujuk atau memikat orang Iain 
dengan kata-kata atau isyarat dengan maksud perbuatan cabul. 

(2) Barang siapa yang karena tingkah lakunya menunjukan sikap bahwa 
ia tuna susila dilarang berhenti atau mondar-mandir baik berjalan 
atau berkendaraan di tempat - tempat umum. 

BAB VI 
PELAKSANAA.i", PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 

Pasal 8 · 

(!) ::::an:s~~~ Dlraerah ini di~erahkan Kepada Dinas Sosial , 
o es yang drlaksanakan k . . 

dengan Dinas fintansi /Bagian terkait secara oordmat1f 
(2) Pengawasan atas pelaksanaan p · 

k . eraturan Daerah . . . epada Bag1an Hu.~l..lm. 1n1 d1serahakan 

Pasal 9 

Selain Penyidik Polisi Negara R . 
'd•k · epubhk Ind · meny1 1 tmdak pidana, pen idik . ones1a Yan b 

dimaksud d I p y an hndak ·ct g ertugas 
a am eraturan Daerah . . p1 ana seb . 

Penyidik Pegawai Kegeri Sipil ( PP~S da~at juga dil~gaunana 
Daerah yang peenQanekatan d K ) d1 Iing1...'llng an o1eh 

- -- an ewenan an Pe · 
tugasnya ditetapkan Sesuai dengan P ganya dalani 1:1enntah 
berlaku eraturan Perundan rnellJalankan . g~und 

angan Yang 

BAB VII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 10 
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( 1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dal p 
· · d. "d am asal 7 Peratur 

daerah 1ru 1ancam p1 ana kurungan selama-lam . { an 
d 

· • • • anya 3 (t1ga) bulan 
atau den a set1ngg1-t1ngmya Rp. 25.000,00 ( Dua p luh . . 

R 
"ah ) u Ltma Ribu 

upl · 
(2) I(husus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan B . 

l'k Ind · 1 · ersenJata 
Repub 1 ' ones1a se am mendapat sangsi sebagai dimaksud ( 1) 

l 
. . d" rahk k . ayat 

Pasa tru, 1se an 'epada mstansi masing-masing untuk diproses 
sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. · 

Pasal 11 

Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
Ianjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai palaksanaannya . 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya stiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam 

Lebaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT OAERAH 
KABUPOA TEN DA Tl II SUKOHARJO 

KETUA 

ttd 

SOEBENl 

Oitetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 8 Nopember 1995 

BUPA Tl KEPALA DAERAH TING KAT II 
SUKOHARJO 

ttd 

Ir. TEDJO SUMJNTO 

CamScanner 



77 

DISAHKAN 
Dengan Keputusan Gubemur 

Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah 

Tanggal 27 Juni 1996 No. 188.3/223/1996 
· An. SEKRET ARIS WILA Y A.H/DAERAH TING KAT I 

JAWA TENGAH 
Kepala Biro Hukurn, 

ttd 

surn ASTOTO, SH 
NIP. 010 088 157 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 

Nomor: 12 To. 1996 Seri c. No. I 
Pada tanggal 1 7 September 1996 

Sekretaris Wilayah/ Daerah 
ttd 

Ors. SRil-IARDONO 
Pembina Tk. I 

NIP. 010071319 

I 
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